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BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH 
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 22 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

BUPATI BENER MERIAH,

: a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka 
ekonomi dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih 
tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan 
penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu 
dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4435);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

7. Undang-Undang



Menetapkan

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Hubungan Keuangan 
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 210);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Keija Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyusunan Rencana Keija Pemerintah Daerah 
Tahun 2022;

13. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bener Meriah (RPJMD) Tahun 2017-2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 
Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Qanun 
Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah 2017-2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 148);

14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2005 - 2025;

15. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN 
BENER MERIAH TAHUN 2022.

Pasal
}■



Pasal 1

(1) Rencana Keija Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten 
Bener Meriah Tahun 2022, selanjutnya disebut RKPD 
Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 
merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun 
Anggaran.

(2) RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah sebagaimana 
terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2
RKPD Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menjadi :
a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam 

penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan pada SKPK 
Tahun 2022;

b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam 
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Perubahan (RAPBK Perubahan) Tahun 2022 
termasuk didalamnya Kebijakan Umum Anggaran 
Perubahan (KUA-P) APBK Perubahan dan Prioritas dan 
Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBK 
Tahun 2022.

Pasal 3

Dalam Rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Perubahan Tahun 2022 :
a. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggunakan RKPD 

Perubahan Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA-P 
serta PPAS-P pada saat pembahasan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;

b. SKPK menggunakan RKPD Perubahan Kabupaten Bener 
Meriah Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan RKA-P 
SKPK dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener 
Meriah.

Pasal 4

RKPD Perubahan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri atas :
a. Narasi RKPD Perubahan Tahun 2022, sebagaiman 

tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini;

b. Data dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 
sampai dengan Triwulan ke-II, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I pada Bab II dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. Rencana Program Keija Perangkat Daerah Kabupaten Bener 
Meriah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II pada Bab III yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



Pasal 5
Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener 
Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, September 2022

Pj BUPATI BENER MERIAH,^

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, September 2022

/ Pit. SEKRETARIS DAERAH / 
KABUPATEN BENER MERIAH*
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BERITA ACARA PKMBAI LASAN FASILITASI PERI BAHAN RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN BENER MERIAH

!. Pada han ni Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 14.00 WIB s.d selesai telah 

dilakukan pembahasan dan fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Bener Meriah 

Tahun 202? dengan masukan sebagai berikut

No Topik

Catatan

1 Struktur Bab

PENDAHULUAN
tatar Belalang

„ „ , . , Tanggapan #
Catatan Bappeda Aceh „ . ,

Kabupaten/Kota
K U

HH
1 Pendapatan berkurang dan 1.364 T 

menjadi 90S m
2 Belania bekurang dan 10h4 T 

menjadi 942 M
3 Belum ada sumber dana pendapatan

yan^ oe'kjrang

4 Silpa 2021 12 M dimasukkan dalam 
perubahan

5 Sisa Lelang 4,4 M, sisa kegiatan tidak 
diketahui, dan segiatan yang tidak 
ciaoat dilaksanakan belum tennci

Sudah sesuat dengan Permendagri 
86 tahun 2017

| 1 Perlu ditegaskan apa alasan 
dilakukan perubanan misalnya 
Perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka 
ekonomi Daerah dan keuangan 
Daerah, rencana program pan 
keg atan RKPD berkenaan.; dan/atau 
Keadaan yang menyebabkan saleo 
anggaran lebih tahun anggaran j 
sebelumnya harus digunakan untuk i 
tahun (terjalan. Menambahkan 
narasi berapa program,kegiatan dan 
sub kegiatan yang
bertamban/berkurang.

; 7 Penu dijelaskan berapa dana batu j 
yang masuk dan berapa ter]admya j 
pergeseran maupun pengurangan

j 3 Pokir Tidak ada
i 4 Belum menyebutkan tentang apa 

saja langkah yang sudah ditempuh 
dalam penyusunan RkPD-P 2322 
tanggal dan__ rapat apa yang

1
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No Topik Catatan Bappeda Aceh

dilaksanakan dan apa yang akan 
ditempuh

-- ----
5 Prioritas Makro RPJMD 2017-2022

? Dasar Hukum 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2C19 tentang
Klasifikasi, Kodcfikosi, dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan
Daerah

1 Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 050-3708 Tabun 2020 
Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi 
Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi 
Dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan Dan Keuangan
Daerah, ______

3 Keputusan Menteri Dalam Neger 
Nomor 030 5889 Tahun 2021 
lenlang Hasd Venfkast, Validasi dan 
Iventsr sasi Pemutaknran
Klasilskctsi, Kudeikay Dan
Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan

___________________ Daerah._________________
•1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomo-17 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Ketja Perneiintah Daerah 
Tahun 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 4061 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minima; (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomcr 2, Tambahan lembaran 
Negara Republik
Indonesia Nomor 6178):

3 Hubungan antar l Masih memaparkan keterkaitan
Dokumen normatif belum memaparkan secara

global apa yang terkait antara 
RP.MD R K PD mum. dan R K PD 

i perubanan
4 Maksud dan Tujuan i $ud3h sesuai

Sistematika t Sudah sesuai
Penulisan

i anggapan 
Kabupaten/Kota



Catatan Bappeda AcehNo Topik

BAB 1 Evaluasi hasil
Triwulan II 
(Triwulan Dua)
tahun berkenaan

i Evaljasi 1
Pelaksanaan 
Capaian Kinerja 
D.'.orah Triwulan II 
Tahun 2022

tvalaasa 1 1
Pelaksanaan 
Program dan 
Kegiatan Triwulan II 
Tahun 2022

Angka capaian kine'in masin beruoa 
capaian realisasi keuangan 
seharusnya indikator makro, IKU, 
!KC yang memuat capaian tahun 
2021 ta-get 2022 dan realisasi 
semester I tahun 2022 |ika tersedia 
datariy a
Capaian kinerja cukup tahun 2021. 
target 2022 dan realisasi di Semester 
I Tahun 2022

Tanggapan
Kabupaten/Kota K M

6AB III KERANGKA
EKONOMI DAN
KFUANGAN
DAERAH

L Arah Kebijakan 
Ekonom Daerah

2 Perlu pencermatan pada Indikator 
dan Target yang tidak sesuai dengan 
Program, Keg atan dan Sub Kegiatan

3

4

1

2

Dalam penyajian keseluruhan Bab 
masih ditemukan bebe*aoa 
kesalahan tulis, ukuran huruf, 
penempatan tabei vans kurang rap: 
dan seterusnya olen karena hal 
tersebut supaya meninjau kembali 
keseluruhan penyaj an dokumen 
agdt dapat tersaji secara konsisten 
manyajskan realisasi sinerja sampai 
dengan ~W-K dengan mengadopsi 
Tabel T-C.J9

Data makrc bel jw update

Belum mencerminkan arah 
kebijakan apa yang akan diambil 
misalnya mengatas* pengangguran, 
kemiskinan dl yang ada hanya 
memaparkan angsa-angkc yang ada

3



Topik
r ,

Catatan Bappeda Aceh
Tanggapan

Kabupaten/Kota
Arah Kebijakan i Belum teiihat arah kebijakan
pendaoatan dan belanja misalnya untak
Belanja Daerah meningkatkan PAD, atau nensiati 

SILPA atau upaya penghematan 
masih hanya paparan merogenai

I data pendapatan dan belanja n*
: akan menperulit dalam penyusunan 
i KUA/PF AS. termasuk bagaimana 
i dengan target berapa besar helanja 

modal
2 Menyangkut SILPA berapa harui

Auidted BPK Si pa tahun 2021, dan 
i berapa yang sudah terpakai dalam 

murni can beraoa d tambah kembali 
perlu disampaikan secara rinci

BAB IV Sasaran dan 
prioritas 
pembangunan 
Daerah; ......... ............. ................ - i..........

1 Tujuan dan Sasaran 
Pembangunan

2

Belum update datanya terutama 
data yang sudah tersedia dalam 
semester II
Tujuan Pembangunan lebih
menonjolkan Makrc Ekonomi

2 Pi uutjs dan Belum disandingkan antara nasional
sasaran dan Aceh dengan Kabupaten/kota
Pembangunan seharusnya disandingkan minimal
Nasional, Aceh angka target makro can realisas; 

atau capaian sampai dengan
semester i

2 Pada Bah in heiurn riberikan 
penjelasan secara jelas dan lugas 
apakah sasaran dan priohtas 
pembangunan mengalami
perubahan yang diakomodir mol a m
Perubahan RKPD Tahun 2022 ini.

i ^ Puuritas dan Perlu disesuaikan dengan keadaan
Pasaran setcarar.g bakar hanya yang tertulis
Pembangunan di RPIMD
Tahun 2022

2 Pada Bab >n belum diberikan
penjelasan secara jelas dan lugas 
apakah sasaran dan prio'itas
pembangunan mengalami
perubahan yang diakomodir mela ui

i Perubahan RKPK Tahun 2022 ini,
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No Topik Catatan Bappeda Aceh
T»U.p>n „ j „

Kabupaten/Kota
BAB V Rencana kerja dan 

pendanaan
Daerah, dan

t Menu SIPD t Perlu penyesuaian dana dan target
kmer|a dan ditandatangani oleh 
kepala SKPK

2 Supaya menjaga konsistensi dalam 
proses perencanaan dan
penganggaran

....i ...

3 Pe'lu adanya ketepatan waktu pada 
tahap pelaksanaan sehingga tidak 
bergeser pentahapan waktu pada 
tahapan KUPA-PPPAS dan A3BD

: t Agar melakukan koordinasi te-kait 
reviu dengan inspektorat dalam 
rangka menjamin setiap proses 
tahapan «Jalan penyusunan
Perubanan RKPD dioawah

: pengawakan Inspektorat; 
j 5 j Melaksanakan berbagai catatan j 

berdasarkan nasti reviu yang sudah

BAB VI BAB VI Penutup

diberikan oleh inspektorat_______
1 fi Terdapat penyajian yang tidak 

konsisten vaitu jumlah
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
pado kolom ki ri vang
menyajikanperbandingan jumlah 
RKPD, APBD dengan RKPD
Perubanan dimana disajikan 

; sama/t dak mengalami perubahan, 
i namun pada kolerr kanan vang 
i menyajikan Perubahan RKPD

mengalami pengurangan dan
penambahan. Agar dapat dipastikan ; 
vaiid»t3S dan setiap koiom vang 
disajikan

lJihak Kabupaten better Merah agar menyempurnakan Perubahan RKPD Tahun 2C22 

dengan memperhatikan masukan masukan dan catatan hasil fasilitas! dan disampaikan 

kepada Bappeda Aceh paling iambai tanggal 12 September 2022.
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3. Pihak Kabupaten Bener Meriah agar menetapkan Perubahan RKPD Tahun 2022 melaini 

Peraturan Bupan Bener Meriah sesuai ketentuan pcnindang undangan van g berlaku

4 Demikian Kesepakatan ini dibuat untuk ditindaklanpitt sebagaimana mestinya

Banda Aceh n September 2022

I. Bappeda Aceh

Bappeda Kabupaten Bener Menan...^

1

3. Inspektorat Kabupaten Bener Meriah 3........

4. SK PK

6. SK P A 6
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